LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 113 TAHUN 2010 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Menimbang

DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUNINGAN,

bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang
dapat mengancam keselamatan  jiwa  serta
menimbulkan kerugian yang besar, oleh karena itu
perlu adanya usaha -usaha pencegahan dan
penanggulangannya;

bahwa kegiatan pencegahan dan penganggulangan
bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas
dan kewajiban Pemerintah Daerah namun harus
melibatkan  masyarakat, sehingga peran serta
masyarakat sangat diperlukan dalam menangani
penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif
maupun referesif;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di
atas, maka dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten
Kuningan perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di
Kabupaten Kuningan.



Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3318);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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10.

11.

12.

13.

dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
tentang Pembangunan Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12
Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 97 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor. 11 )

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 29).
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN
KUNINGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Bupati adalah Bupati Kuningan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan sebagai Badan Legeslatif Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kuningan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kuningan.

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan.

UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya.
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17.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan
kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang
menggunakan roda.

Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan
terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm
kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan
untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydran halaman
atau hydran gedung.

Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem, pemancar
air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur
ruangan mencapai suhu tertentu.

Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang
ditempatkan pada suatu ruangan tertentu  untuk
memadamkan  kebakaran secara otomatis dengan
menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/ jenis kimia
kering.

Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang
digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran
seperti : ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung
pasir.

Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya
kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan
apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah,
sehingga penjalaran api lambat.

Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah bahaya kebakaran
yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang
penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak
lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi
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